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ABSTRAK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan etik dengan
nomor putusan 2/MKMK/L/11/2023 karena Anwar Usman atas tindakannya tidak
mengundurkan diri, membocorkan substansi perkara diruang publik, dan tidak
mengikuti RPH dengan alasan yang jelas. Dengan demikian Putusan MKMK
2IMKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa dalam memutuskan putusan MK 90/PUU-
XX1/2023, Mahkamah Konstitusi telah melanggar prinsip etik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh MKMK berimplikasi pada
putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dilihat dari perspektif Siyasah Qadha’iyyah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan
(library research), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang —
undangan (statute approach). Sumber data yang penulis gunakan yakni primer dan
sekunder. Sumber data primer berasal dari Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/MKMKJ/L/11/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI/2023. Sumber data sekunder yang digunakan yakni buku, jurnal atau
artikel yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat. Pengumpulan data
menggunakan studi dokumentasi dengan membaca dan menelaah informasi tertulis
serta teknik analisis data dengan content analysis untuk memperoleh kesimpulan dari
sumber data yang digunakan.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Putusan MKMK mengakibatkan
diturunkannya Anwar Usman dari jabatannya yakni Ketua Mahkamah Konstitusi
karena melanggar kode etik dalam persidangan putusan MK 90/PUU-XX1/2023.
Namun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berimplikasi pada
putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XX1/2023. Namun membuktikan bahwa
putusan MK a quo telah cacat secara moral dan sosiologis. Kewenangan MKMK ini
sejalan dengan wilayatul mazalim dalam siyasah gadha’iyyah. Kewenangan MKMK
yang tidak berimplikasi pada putusan MK sejalan dengan kaidah dalam Islam yakni
“al-ijtihaad la yungadh bi al-ijtihad”. Namun praktik overruling MK sejalan dengan
kaidah “alhukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman.”

Kata Kunci : Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah
Konstitusi, Siyasah Qadha’iyyah, Konstitusionalitas Syarat Calon Presiden/Wakil
Presiden
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan

transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
N Ba B Be
- Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha
R Dal d De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
) Ra r er
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5 Zai z zet

e Sin S es

r Syin sy es dan ye

i Sad $ es (dengan titik di bawah)
2 Dad d de (dengan titik di bawah)
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ “ain koma terbalik (di atas)
¢ Gain g ge

D Fa f ef

3 Qaf q Ki

4 Kaf k ka

J Lam I el

. Mim m em

R Nun n en

B Wau w we

F Ha h ha

. Hamzah ‘ apostrof

& Ya y ye




B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah a a
- Kasrah i [
2 Dammah u u

. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
o Fathah dan ya ai adanu
~ Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- K kataba
- e fa'ala
- K suila

1
N
it o
\

kaifa




- U haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
sl Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas

e Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
j Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:

- Jo qala

-5 rama

- s qila

= jy’# yaqulu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

BTN V% 5 raudah al-atfal/raudahtul atfal

- EEliasadd al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- &b talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-3 nazzala
- al-birr
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

J\, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

xii



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa
sempang.

Contoh:
- ar-rajulu

- D al-galamu

- Rl asy-syamsu

- o al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

A

T ta’khuzu

- il syai’un
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- 139 an-nau’u
-9 inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- R s W q\ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- B W Ay Bismillahi majreha wa mursaha

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

SN REY e Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin

- e RSl Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahtm
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.

Contoh:

- A i Allaghu gaftirun rahim

- e j}fﬁ\ & Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jam1 an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak dijalankan berdasarkan pada kekuasaan belaka atau
machtsstaat, melainkan berdasarkan atas hukum atau rechtsstaat. Dengan
demikian bahwa negara dalam menjalankan dan melaksanakan fungsinya harus
berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.* Hal ini
ditegaskan dalam perubahan ketiga Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah
negara hukum.” Perlindungan atas hak asasi manusia, jaminan pelaksanaan
kedaulatan rakyat, pelaksanaan pemerintahan berdasar peraturan perundang —
undangan serta pembagian kekuasaan merupakan beberapa komponen dari negara
hukum yang diterapkan oleh Indonesia.?

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manuia serta jaminan
pelaksanaan kedaulatan rakyat, Indonesia melalui konstitusi negara memilih
demokrasi sebagai sistem politiknya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan

dengan menempatkan rakyat sebagai pengambil kebijakan dan keputusan.?

! Rahman Mulyawan, Sistem Pemerintahan Indonesia (Bandung: UNPAD Press, 2015), him.
100.

2 Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” IJOLARES:
Indonesian  Journal Of Law Research, Vol. 1, No. 1, 2023, him. 6-10,
https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2/2, Diakses pada 29 Februari 2024

3 M Wildan Humaidi, “The Dynamics of the Constitutional Court’s Interpretation of Dispute
Resolution Designs on Regional Election Results,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,
Vol. 14, No. 2, 2023, him. 251,
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Y udisia/article/view/22742/pdf 1, Diakses pada 2 Juli 2024
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Selanjutnya bentuk penerapan unsur — unsur negara hukum, Indonesia membagi
kekuasaan menjadi 3 cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia
menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dengan diikuti prinsip check and
balances sebagai upaya menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
pada satu lembaga atau cabang kekuasaan,.*

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu refleksi dari prinsip — prinsip
pemisahan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan yudikatif memiliki makna
kekuasaan yang bebas, merdeka dan tidak berpihak.’> Kekuasaan kehakiman
diselenggarakan sebagai konsekuensi dari negara hukum. Ada tiga lembaga dalam
kelompok kekuasaan yudikatif ini yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
masyarakat dapat menjaga dan memperjuangkan keadilan dan menerima perlakuan

yang setara di mata hukum.

Hakim dapat dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang paling
fundamental dibanding profesi hukum lainnya karena profesi hakim sendiri
memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.
Bahwa hakim diwajibkan untuk selalu menjaga, menegakkan serta menghormati

keluhuran harkat dan martabat serta etika profesi hakim. Khususnya hakim

4 Prof. Dr. Asshiddiggie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Il (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), him. 22.

5 Joseph Hugo Vieri Tusteli Sola Kira, “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam
Kekuasaan Kehakiman,” Jurnal Pendidikan Dan Konselinng, Vol.5, No.3, 2022, hIim.4265,
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14051, Diakses pada 29 Februari
2024



https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/14051

konstitusi yang selalu berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang
berpengaruh terhadap konstitusi negara serta penjaminan hak konstitusional
masyarakat. Untuk menjaga kehormatan hakim, maka dibutuhkan panduan
keutamaan moral atau kode etik yang wajib dipatuhi hakim baik ketika
menjalankan tugas profesinya maupun diluar profesi.® Dengan adanya kode etik
ini, hakim harus menjaga perilaku dan tidak mudah untuk melakukan pelanggaran
terhadap tugas dan wewenangnya. Namun panduan kode etik ini tidak selalu
berjalan efektif tanpa adanya sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran yang
dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi dapat berupa peringatan
secara tertulis, pembebasan tugas sementara atau pembebasan tugas tetap.
Walaupun sudah ada ketentuan atau pedoman kode etik hakim dan sanksi yang
mengancam, tetapi ada pelanggaran yang dilakukan dalam sejarah kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan fungsi
dan wewenangnya menjadi poin yang penting agar kepercayaan masyarakat kepada

hukum dan lembaga negara peradilan tetap terjaga.

The Bangalore Principle of Judicial Conduct pada dasarnya adalah sebuah
perjanjian yang mengatur perilaku hakim. Didalamnya disebutkan bahwa hakim
harus menerapkan beberapa sifat diantaranya impartiality (ketidakberpihakan),

independence (independen), propriety (kesopanan), competence and diligence

® Suparman Marzuki, Etika & Kode Etik Profesi Hukum (Yogyakarta: FH UlI Press, 2017),
him.43.



(kompetensi dan ketekunan), integrity (integritas), equality (persamaan) serta sifat
lain yang tumbuh dan melekat dalam budaya masyarakat Indonesia seperti wisdom
(kebijaksanaan).” Untuk itu, dibutuhkan sebuah lembaga tersendiri yang memiliki
tugas untuk mengawasi perilaku hakim dan menegakkan kode etik profesi hakim.
Pada dasarnya setiap instansi memiliki dewan pengawasnya masing — masing, tak
terkecuali Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

merupakan lembaga yang mengawasi perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara konseptual didirikan
dengan berdasarkan pada Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dengan tujuan mengawasi serta menegakkan kode etik terhadap hakim
konstitusi. Berdasar PMK Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 3 mengenai wewenang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni menjaga harkat serta martabat
Mahkamah Konstitusi, menyelidiki dan memutus apabila terdapat dugaan
pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, serta memutus pelanggaran
tersebut paling lambat tiga puluh hari kerja setelah laporan tersebut dicatat dalam
e-BRLTP dan yang terakhir adalah perpanjang pemeriksaan dugaan pelanggaran
kode etik paling lama 15 hari kerja berikutnya. Dengan pembentukan lembaga

pengawas etik, persepsi masyarakat terkait harkat dan martabat lembaga

" Anonim, Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa
Hutama), (Jakarta: t.p, 2006), him. 5., https://www.mkri.id/public/content/dewanetik/kode%20etik.pdf.
Diakses pada 1 Maret 2024
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Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh penegakkan kode etik berdasar aturan yang

telah ditetapkan.®

Persidangan terhadap tuntutan yang menghasilkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 ini dipimpin oleh Anwar Usman yang dalam
amar putusannya mengabulkan dengan memberi kelonggaran terhadap syarat usia
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini memberi kesempatan kepada
Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Atas
putusan ini, Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten atas penafsiran Pasal
169 huruf (g) ini. Sebelumnya telah diajukan permohonan pengujian untuk perkara
yang sama yakni dalam perkara yang bernomor 29/PUU-XXI1/2023, 51/PUU-
XX1/2023 dan 55/PUU-XXI1/2023, dimana dalam putusan tersebut, Mahkamah
Konstitusi dengan tegas menolak perubahan terhadap batas usia calon presiden dan
calon wakil presiden karena tidak berkaitan secara langsung dengan pemaknaan
dalam Pasal 169 huruf g Undang — Undang Nomor 7 tahun 2017.°

Anwar Usman yang menjadi hakim ketua atas perkara 90/PUU-XX1/2023
yang membawa nama Gibran Rakabuming Raka serta Joko Widodo karena
tindakannya yang tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut dilaporkan kepada

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan dugaan

8 Fradhana Putra Disantara et al., “Ekstentifikasi Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics,” Litigasi, Vol.24, No.1, 2023, him. 52.,
https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/7232, Diakses pada 1 Maret 2024.

® Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023, him.26
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pelanggaran kode etik dengan alasan tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat 3 Undang

— Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi

“Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah
seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.”

Anwar Usman kemudian dilaporkan oleh 16 pelapor yang pada inti

permasalahannya yaitu

iis

Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri dalam proses
pemeriksaan dan persidangan yang menghasilan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023;

Pelanggaran prosedur yang terjadi pada saat pembatalan perkara
berdasarkan perintah Hakim Terlapor;

Hakim berbohong soal alasan tidak dapat hadir dalam RPH
pengambilan putusan, yakni untuk menghindari conflict of interest atau
karena sakit;

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sengaja
ditunda oleh Hakim Terlapor;

Fungsi kepemimpinan atau judicial leadership yang tidak dijalankan
secara optimal oleh Hakim Terlapor;

Pada pengambilan putusan 90, Hakim Terlapor sengaja

mempersilahkan adanya intervensi dari pihak luar;



7. Hakim Terlapor membicarakan substansi perkara yang masih dalam
proses pemeriksaan di ruang publik;

8. Hakim Terlapor tidak dapat menjaga materi atau keterangan yang
bersifat rahasia yang ada dalam rapat musyawarah hakim yang bersifat
tertutup;

9. Agar Hakim Terlapor tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara
Nomor 141/PUU-XX1/2023.1°

Atas pelaporan tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang pada putusannya bahwa
Anwar Usman benar terbukti telah melakukan pelanggaran berat pada kode etik
Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya memerintahkan pemberhentian
jabatan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh hakim konstitusi mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak
hukum saat ini. Adanya konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi
dengan terbuktinya hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat terhadap
kode etik Mahkamah Konstitusi serta penyebab adanya pelaporan terkait kode etik
tersebut. Putusan MKMK ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai
dampak hukum atau implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh dikeluarkannya

putusan MKMK tersebut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-

350

10 pytusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, him.349-



XX1/2023. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita ketahui
berbeda dengan putusan pengadilan lain. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
final (langsung mempunyai kekuatan hukum tetap) dan mengikat (binding). Yakni
putusan Mahkamah Konstitusi menjadi putusan akhir dari semua proses
pemeriksaan suatu permasalahan yang mengikat semua orang dan putusan tersebut
tidak dapat dibantah kembali.!

Pembagian kekuasaan menurut islam terbagi menjadi tiga yaitu sultah
tasyri’iyyah atau kekuasaan legislatif, sultah tantiziyyah atau kekuasaan eksekutif
dan suitah gadha’iyyah atau kekuasaan yudikatif.!2 Masing — masing kekuasaan
memiliki wewenang yang berbeda. Suitah tasyri’iyyah memiliki kewenangan
membuat undang — undang. Kemudian sultah tanfiziyyah memiliki kewenangan
melaksanakan undang — undang yang telah dibuat dan disahkan. Dan yang terakhir
sultah gadha’iyyah memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.
Islam mensyariatkan adanya lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang hakim.
Yang mewajibkan kepala negara untuk segera mengangkat hakim untuk memutus
perkara yang terjadi di suatu wilayah.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Shaad ayat 26 yang memiliki arti

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan

11 Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), him. 45-46

2 Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, dan Sely Agustina, “Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia,” Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam
dan Studi Sosial, Vol.5, No.2, 2021, him.249, https://ejournal.iainu-
kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/371/363, Diakses pada 3 Maret 2024
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adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang — orang yang

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka
melupakan hari perhitungan.”

Ada beberapa jenis lembaga peradilan menurut islam, yaitu wilayatul
gadha, wilayatul hisbah dan wilayatul mazalim. Wilayatul gadha adalah peradilan
yang menangani dan membuat putusan atas perkara — perkara yang terjadi dalam
masyarakat baik perkara perdata maupun pidana. Wilayatul hisbahadalah lembaga
peradilan yang menangani perkara yang berhubungan dengan fungsi amr ma’ruf
nahi munkar. Sedangkan wilayatul mazalim adalah lembaga peradilan yang
menangani penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan
atau pejabat negara.”® Hakim mazalim dapat membatalkan Kebijakan yang
merugikan rakyat seperti pajak dan atau retribusi lain. Qadhi mazalim memiliki
wewenang untuk menurunkan khalifah jika pengangkatan khalifah dianggap tidak
sah serta menguji undang — undang dasar dan peraturan dibawahnya jika peraturan
tersebut bertentangan dengan hukum syara’.'* Islam mengatur dengan ketat seputar
lembaga peradilan ini, dengan masing — masing lembaga peradilan memiliki

kewenangannya masing — masing. Islam menegaskan bahwa kedudukan hakim

hanya diberikan kepada mereka yang layak dan beriman. Kemudian tidak sedang

13 La Samsu, “Al-Sulthah Al- Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-
Qada’iyyah,” Tahkim, Vol. XII, No. 1, 2017, him.169,
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf., Diakses pada 8 Maret 2024.

14 KH Hafidz Abdurrahman. “Inilah Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah”, Mahad
Syaraful Haramain. 3 Mei 2024, https://www.mahadsyarafulharamain.sch.id/sistem-peradilan-dalam-

negara-khilafah/
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berada di profesi lain yang dapat membuat lalai akan tugasnya di lembaga
peradilan. Kemudian islam melarang adanya suap dan mengutamakan kepentingan
pribadi terhadap putusan yang akan dikeluarkan. Semua tugas dan wewenang dapat
dijalankan dengan baik sejalan dengan menjaga iman dan takwa.®

Begitu pentingnya suatu lembaga peradilan sehingga diatur dengan detail
dalam hukum islam. Bahwa lembaga peradilan menjadi salah satu alat fundamental
untuk menjaga peraturan perundang — undangan yang telah dibuat dirancang dan
disepakati untuk kebaikan bersama, sebagai alat untuk menegakkan keadilan bagi
masyarakat serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Hakim yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum
yang adil di batasi dengan hak, kewaiban dan etika hakim. Tidak semua orang
memiliki kemampuan menjadi hakim. Dalam islam, seorang yang menjadi hakim
harus memenuhi syarat diantaranya baligh, merdeka, berakal, muslim,
berfungsinya semua indra, memiliki ilmu — ilmu tentang hukum — hukum syara’
serta satu syarat tambahan yaitu ‘adalaah. ‘Adalaah adalah seseorang yang tidak
disangka mendahulukan kepentingannya di atas agama atau melindungi dirinya

dari kerusakan apabila bertaubat dari pelanggaran besar dan kecil, menjunjung

15 M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah),”
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, Vol.1, No.1, 2017, him. 46-47,
https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58, Diakses pada 2 Maret
2024.



https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/45-58

11

tinggi kehormatan, meninggalkan dosa kecil dan dosa besar, dapat dipercaya dan
berbudi luhur.®
Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim wajib mematuhi
seluruh aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu hakim memiliki
kewajiban yang harus selalu dipegang terlebih hakim sebagai penentu diberikannya
suatu keadilan. Etika hakim dalam ajaran Islam ini terbagi menjadi dua yaitu etika
umum dan etika khusus. Etika umum hakim yaitu :
1. Hakim senantiasa melakukan musyawarah dengan tim kerja nya dalam
memutus suatu perkara
2. Bersikap adil kepada pihak — pihak yang sedang bersengketa
3. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari pihak lain, kecuali dari
keluarganya yang memang terbiasa memberikan hadiah tanpa
menimbulkan kecurigaan
4. Hakim boleh menghadiri undangan dari orang yang tidak memiliki
permasalahan di pengadilan dan undangan tersebut tidak bersifat khusus
dengan minimal 10 orang yang diundang.
5. Hakim dibolehkan untuk datang pada upacara pelepasan jenazah dan

menjenguk orang yang sakit sebagai bagian dari hak orang muslim.*’

Kemudian beberapa etika khusus hakim dalam islam yaitu

16 Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (t.k: t.p, t.t), him. 105.
17 Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, him. 111-129
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1. Menyediakan tempat persidangan yang mudah diakses masyarakat serta
layak digunakan

2. Memiliki orang — orang yang mau membantu hakim dalam
menyelesaikan persidangan

3. Memiliki pemahaman atas permasalahan yang ditangani

4. Hakim memiliki kesehatan secara mental dan fisik

5. Mendamaikan pihak yang bersengketa.

6. Berkomitmen terhadap hukum — hukum syara’

7. Mengarahkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara berdasar
bukti yang telah didapatkan

8. Tidak menjalankan proses pengadilan untuk orang yang dapat
menimbulkan kecurigaan atas dirinya seperti orang tua, kakek, istri,
anak, cucu dan setiap orang yang apabila dengan kesaksiannya bersifat
meringankan, serta tidak bisa diterima karena adanya kecurigaan tidak

netral .18

Etika hakim harus senantiasa dilaksanakan dan menyatu dengan pribadi
hakim baik sedang bertugas maupun tidak. Baik berada di persidangan maupun
tidak. Etika hakim harus selalu diterapkan di setiap aktivitas dengan sifat — sifat
baik lain seperti bersikap bijaksana, jujur, adil, memiliki integritas yang tingi,

rendah hati dan profesional dalam setiap aktivitas. Begitu pentingnya lembaga

18 Wahbah Az Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, him. 111-129.
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yudikatif dalam penyelenggaraan negara dilihat dari munculnya lembaga ini dari
awal pemerintahan islam yang sudah berfungsi. Yang terus berkembang mengikuti

perkembangan zaman dengan permasalahan yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian diatas, perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang
terbukti melanggar kode etik dilihat dari dikeluarkannya putusan dari Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentu mencederai fungsi ideal Mahkamah
Konstitusi sebagai pengawal konstitusi serta citra hakim, dimana ketika melihat
hukum dan keadilan di suatu negara, yang pertama kali dilihat adalah hakim,
lembaga peradilan serta produk hukum yang dikeluarkan. Dengan adanya dewan
pengawas untuk pelanggaran kode etik oleh hakim tentunya menimbulkan
pertanyaan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dan
apakah sudah sesuai hukum islam lebih tepatnya siyasah qadha’iyyah. Oleh sebab
itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu IMPLIKASI
YURIDIS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XX1/2023 PERSPEKTIF SIYASAH QADHA’IYYAH
(Studi Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor

2IMKMK/L/11/2023).
B. Definisi Operasional

1. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
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Dengan berdasar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2023
pasal 1 ayat 5 Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Kehormatan
Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Hakim Konstitusi dan anggota lainnya.
Dengan tujuan untuk mengawasi, menyelidiki, dan menyarankan penindakan
atas Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi,
atau aturan lainnya. peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap
undang-undang. MKMK yang dimaksud adalah MKMK yang diketuai oleh
Prof. Dr. Jimly Asshiddigie dan beranggotakan Wahiduddin Adams dan Bintan
R. Saragih yang menangani kasus pelanggaran kode etik terkait putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023.

Mahkamah Konstitusi

Berdasar UU Nomor 24 Tahun 2003, salah satu lembaga yang menjadi
bagian dari kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi memiliki wewenang untuk memutus perkara yang berkaitan dengan
dasar-dasar penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pertama maupun
terakhir. Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi
pada masa ketua Anwar Usman yaitu periode 20 Maret 2023 — 7 November
2023.

Kode Etik

Kode etik jika dipisah terdiri dari kata kode dan etik. Kata “kode”

menurut KBBI adalah tanda atau kata atau tulisan yang disepakati dengan

tujuan tertentu yang ditujukan untuk menjamin kerahasiaan suatu berita, atau
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dapat diartikan dengan seperangkat konsep yang sistematis atau seperangkat
aturan yang dikumpulkan di satu tempat yang tersistem.!® Sedangkan
pengertian etik menurut KBBI adalah kumpulan prinsip atau dasar mengenai
moral.?® Atau nilai mengenai moral yang diterapkan oleh suatu kelompok
masyarakat atau komunitas. Oleh karena itu, kode etik adalah tulisan yang
disepakati bersama untuk tujuan tertentu yang berkenaan dengan benar
salahnya suatu perilaku untuk suatu golongan atau masyarakat. Kode etik yang
dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah kode etik profesi hakim konstitusi.
Siyasah Qadha’iyyah

Siyasah Qadha’iyyah terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yakni kata
siyasah dan gadha’iyyah. Kata siyasah memiliki arti mengatur, mengurus,
mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Secara terminologi, siyasah
berarti memimpin, mengatur atau mengurus yang membawa pada kebaikan.
Sedangkan kata gadha’iyyah berasal dari kata dalam bahasa arab gadha’yang
berarti menyelesaikan atau memutus. Qadha boleh diartikan dengan
menggunakan hukum Allah sebagai landasan dalam menyelesaikan

perselisihan antara dua orang atau lebih. Dari pengertian diatas, dapat

19 https://kbbi.web.id/kode (Diakses pada 23 Januari 2023 15.55)
20 https://kbbi.web.id/etik (Diakses pada 23 Januari 2023 16.04)
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disimpulkan siyasah gadha’iyyah merupakan pengendalian urusan masyarakat

dalam ketatanegaraan melalui lembaga kehakiman atau peradilan.?
C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023
terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023?

2. Bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023
terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XXI1/2023 perspektif Siyasah

Qadha’iyyah?
D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menelaah bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor
2IMKMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023

2. Untuk menelaah bagaimana implikasi yuridis putusan MKMK Nomor
2IMMK/L/11/2023 terhadap putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023

perspektif Siyasah Qadha’iyyah.
E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

21 Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim dan Muhammad Siddiq Amia, “Analisis Siyasah Qadhaiyyah
Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” Jurnal APHTN-HAN, Vol.2, No.1,
2023, him. 45, https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/56/32, Diakses pada 3 Maret 2024.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan saran serta menjadi
sumber ilmu pengetahuan di bidang ketatanegaraan, khususnya putusan-
putusan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, pengawasan dalam
lembaga peradilan, dan pengawasan terhadap lembaga peradilan dalam hukum
Islam.

b. Secara Praktis
a. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai implikasi
yuridis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap
putusan Mahkamah Konstitusi
b. Meningkatkan pembahasan diantara akademisi mengenai kode etik

Mahkamah Konstitusi dan implikasi yuridis putusan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
c. Memberi masukan kepada praktisi untuk putusan — putusan berikutnya yang

berkaitan dengan pemberian sanksi kepada hakim konstitusi yang

melanggar kode etik profesi hakim dan dampaknya terhadap putusan yang

telah dikeluarkan.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Khoirul Anwar (2018) dari Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 88/PUU-XI1V/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur dan
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Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta”.?? Skripsi ini menjelaskan
seputar putusan MK Nomor 88/PUU-XI1V/2016 dan implikasinya tentang
syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan syarat jabatan
di wilayah lain di Indonesia. Sedangkan persamaan skripsi penulis dengan
penelitian tersebut yakni membahas implikasi yuridis suatu putusan terhadap
isu lain yang berkaitan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut
membahas putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis membahas
putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adabia Zahra (2018) dari Universits Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektifitas Pengawasan
Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi”.?® Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan MKMK untuk
mengawasi hakim konstitusi serta seberapa efektif MKMK dalam pengawasan
hakim konstitusi. Persamaan skripsi penulis dengan penelitian tersebut adalah
membahas peran MKMK dalam mengawal dan menjaga kode etik mahkamah
konstitusi. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas
efektifitas peran MKMK, sedangkan penulis membahas seberapa jauh peran

dan kewenangan MKMK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

22 Muhammad Khoirul Anwar, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta”. Skripsi.(Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018).

23 Rabiatul Adabia Zahra, “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).
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3. Skripsi yang disusun oleh Noviatun Isna (2023) dari Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan judul “Pelanggaran Kode Etik
Hakim di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika Hukum Islam”.?* Penelitian
tersebut mengulas tentang bagaimana Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi berperan dalam memberikan sanksi terhadap hakim konstitusi yang
telah terbukti melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi melalui putusan
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penelitian penulis serupa dengan
skripsi tersebut dalam hal membicarakan peran serta kewenangan MKMK
dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi,
dengan menggunakan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
sebagai fokus utamanya. Sedangkan perbedaannya, skripsi tersebut membahas
putusan MKMK yang dikaitkan dengan etika profesi islam, sedangkan penulis
membahas peran dan kewenangan MKMK yang dikaitkan dengan putusan MK
yang telah dikeluarkan.

4. Skripsi yang disusun oleh Asmarianti (2022) dari Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar dengan judul “Perspektif Sulthah Qadha’iyyah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi

Pemberantasan Korupsi.?® Penelitian tersebut membahas kedudukan, fungsi

24 Noviatun Isna, “Pelanggaran Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi Perspektif Etika
Hukum Islam”. Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri, 2023).

%5 Asmarianti, “Perspektif Sulthah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
No0.36/PUU-XV/2017 Terkait Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Skripsi. (Batusangkar:
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022).
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dan wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam sistem pemerintahan Indonesia dan
berdasar perspektif Sulthah Qadha’iyyah. Persamaan penelitian penulis
dengan skripsi tersebut yakni membahas peran suatu lembaga negara dalam
perspektif sivasah gadha’iyyah melalui putusan. Perbedaannya, skripsi tersebut
membahas lembaga negara KPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi,
Sedangkan skripsi penulis membahas Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi dalam putusan MKMK sendiri.

5. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sudirman (2020) dari Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Siyasah Qadha’iyyah
Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Mengadili Sengketa Pemilu”.?® Skripsi ini membahas bagaimana peran dan
fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa pemilu serta
bagaimana pandangan siyasah gadha’iyyah terhadap hal tersebut. Persamaan
penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu membahas mengenai
lembaga peradilan dalam perspektif siyasah qadha’iyyah. Sedangkan
perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas lembaga pengadilan tata usaha
negara, dan skripsi penulis membahas Majelis Kehormatan Mahkamah

Konstitusi dalam perspektif siyasah gadha'iyyah.

% Ahmad Sudirman,”Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga
Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”. Skripsi.(Lampung: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
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6. Jurnal yang disusun oleh Arfiani, llhamdi Putra dan Afdhal Fadhila dari
Universitas Andalas dengan judul “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan
Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan”.?’ Jurnal ini
membahas beberapa fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh hakim
konstitusi dari beberapa periode yakni periode tahun 2003 sampai 2013 dan
periode 2013 sampai 2023. Selain itu jurnal ini membahas hukuman yang
diberikan kepada hakim konstitusi atas pelanggaran kode etik yang telah
dilakukan. Dalam jurnal ini memberikan rekomendasi bagaimana hukuman
ideal yang diberikan kepada pelanggar hakim konstitusi agar pelanggaran kode
etik dalam profesi hakim semakin menurun. Persamaan penelitian jurnal ini
dengan skripsi penulis adalah pembahasan pelanggaran kode etik Mahkamah
Konstitusi oleh hakim konstitusi. Namun perbedaannya adalah jurnal tersebut
membahas beberapa kasus pelanggaran kode etik dan hukumannya, sedangkan
penulis membahas implikasi yuridis dari putusan tentang kode etik terhadap
putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim terlapor.

7. Jurnal yang disusun oleh Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan
Lewoleba dariUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan

judul “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait

27 Arfiani, Ilhamdi Putra dan Afdhal Fadhila, “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan
Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan”, Journal of Swara Justisia, Vol.7,
No.4, 2024, him.1234-1246,
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/436/334, Diakses pada 14 Maret
2024
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Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023”.28 Jurnal
ini membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor terhadap
pelanggaran kode etik profesi hakim melalui putusan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi. MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan
tujuan untuk menjaga, mengawasi serta menegakkan kode etik hakim
konstitusi. Dalam jurnal tersebut hanya menerangkan sanksi yang diberikan
oleh  MKMK kepada hakim terlapor melalui putusan MKMK Nomor
2IMKMK/L/11/2023. Perbedaannya jurnal tersebut hanya membahas
bagaimana sanksi yang diberikan kepada hakim terlapor, sedangkan skripsi
penulis -~ membahas implikasi ~ yuridis = putusan  MKMK  Nomor
2IMKMK/L/11/2023 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim terlapor,

pada hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian kepustakaan atau library
research. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data
melalui analisis terhadap literatur — literatur seperti buku, dokumen, catatan dan

tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

28 Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pelanggaran Kode Etik oleh
Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023, Madani: Jurnal lImiah Multidisipline, Vol.1, No.11, hlm.255-262,
https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176/1240, Diakses pada 15
Maret 2024
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach)
yang melibatkan analisis yang dalam terhadap kasus — kasus yang berkaitan
dengan isu yang sedang diteliti serta pendekatan undang — undang (statute
approach). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dengan
tujuan mengkaji dan menganalisis semua undang — undang dan pengaturan
yang memiliki kerterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.?® Tujuan
dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam
mengenai masalah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki
kekuatan hukum tetap.%® Dalam penelitian ini, penulis meneliti putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang memiliki otoritas, dimana sumber
data primer yang dapat digunakan yaitu perundang — undangan atau putusan
hakim. 